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ABSTRAK

Dalam sistem bagi hasil minyak dan gas bumi untuk beberapa daerah terdapat
pertentangan norma pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
dalam sistem Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi untuk beberapa pemerintahan daerah.
Di dalam Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dinyatakan bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat melakukan pengelolaan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Akan tetapi di dalam Pasal 11 Ayat 3 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 masih mengatur kewenangan/keterlibatan pemerintah
daerah dalam pemenuhan klausul kontrak kerja sama sebagai instrumen kegiatan usaha
minyak dan gas bumi. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menelaah dan mengkaji
secara lebih mendalam prinsip dan azas hukum yang terkait pada aspek pengaturan
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah hukum normatif dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memperoleh
kejelasan tentang apa saja kewenangan pusat atas usaha minyak bumi dan gas, dan
bagaimana pembagian dana bagi hasil untuk dua pemerintahan daerah. Literatur yang
digunakan dalam penulisan ini berasal dari jurnal ilmiah dan didukung oleh buku-buku
ilmiah dari berbagai ilmuwan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada
kenyataannya masih ada keterlibatan pemerintah daerah baik dalam pengelolaan berupa
pemenuhan klausul kontrak kerja sama khususnya dalam penentuan wilayah kerja dan
pengembaliannya serta pengelolaan lingkungan hidup.
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